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ABSTRAK 

 

JIHAN AZIZIAH, 1505170519, Analisis Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak 

Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan. Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. 

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

tahun 2013-2018 dan mengetahui apa saja yang menyebabkan belum tercapainya realisasi 

pajak reklame yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data 

ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukan tidak efektifnya penerimaan pajak reklame, 

penyebab penerimaan pajak reklame tidak pernah tercapai ialah kurangnya kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak reklame atas usahanya, dalam pengawasan 

penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan sudah baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal 

karena pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan adanya kendala yang sering 

terjadi setiap tahunnya yang memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak 

reklame salah satunya yaitu wajib pajak tidak jujur dalam pembayaran pajaknya atau tidak 

benar dalam melaporkan kegiatan usahanya disebabkan oleh wajib pajak yang tidak taat 

peraturan. 

Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Penerimaan Pajak Reklame. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala 

potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus 

menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan 

nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah 

daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada 

pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya 

sendiri. 

Pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran 

perencanaan dan belanja daerah. Pemerintah juga diberi kebebasan untuk mengelola sumber-

sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pemerintahdaerah. 

Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh 

fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak 

hanya lewat media cetak, media elektronik, juga semakin banyak dibutuhkan. Lahirnya media 

baik cetak maupun elektronik, dijadikan modal besar untuk para pengguna sektor 

perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran yang menguntungkan dan 

sangat efektif. Reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame 

dapatdiakses semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu 

untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan 

reklame yang diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Daerah. 

Di samping itu dalam hal penyelenggaraan pengawasannya telah di atur olehperda 
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no.17 tahun 2014 pasal 24-26. Sistem pengawasan meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen.” (Mulyadi). Pengawasan dilakukan oleh pihak DPMPTSP dan dibantu 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP). 

Menurut (Mardiasmo, 2011) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah mengacu pada 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar esksekutif untuk mengawasi kinerja 

pemerintah.” 

Menurut Yoyok Riyo Sudibyo, Pengawasan  Anggaran merupakan salah satu langkah 

utama dalam mewujudkan anggaran yang efisien. Dengan anggaran yang efisien, pemerintah 

dapat dikatakan sebagai good governance. Prinsip good governance yaitu transparansi, 

responsive, partisipasi, dan akuntabilitas. Good governance juga berarti bahwa pemerintah 

mampu mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Sumber daya yang ada pada 

pemerintah yaitu manusia, peraturan dan sistem birokrasi.  

Pengawasan pajak reklame adalah sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari 

kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang 

diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah di tetapkan. Atau juga dapat di artikan 

ialah sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai 

seperti apa yang sudah direncanakan. (Machfoedz, 2010) 

Efektif dalam Bahasa Inggris yaitu effective artinya berhasil. Atau dapat pula diartikan 

dengan sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, keefektivan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau 

tindakan. sedangkan definisi efektivitas menurut (Mardiasmo, 2011) “Efektivitas adalah 

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yanng dimaksud 
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dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak 

ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan 

didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan olehpemerintah. 

Alasan peneliti meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan 

penerimaan pajak reklame sudah sesuai peraturan pemerintahan, dimana perkembangan 

usaha-usaha mulai dari menengah kebawah hingga yang menengah keatas cukup pesat dikota 

medan, seharusnya diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, yang terlihat pada 

laporan realisasi penerimaan pajak daerah 2013-2018. Adapun manfaat dilakukannya 

penelitian ini untuk memberikan wacana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan mengenai tingkat Realisasi anggaran pajak reklame dan 

Efektivitas Pengawasannya sehingga pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Medan dapat lebih mengoptimalkan pengumpulan pajak khususnya pajak 

reklame. 

Adapun realisasi anggaran penerimaan pajak reklame Kota Medan tahun 2013 sampai 

tahun 2018 diuraikan sebagai berikut : 

Tabel I.I 

Realisasi Anggaran Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Medan Tahun 2013-2018 

 

Tahun 

Anggaran 

Penerimaan 

Pajak Reklame 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Reklame 

(Rp) 

Variance Realisasi 

Anggaran  

Pajak Reklame  

(%) 

2013 69.161.250.000 23.348.045.567 33,76 

2014 59.161.250.000 17.708.742.784 29.93 

2015 78.352.375.000 12.834.133.038 16.38 
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2016 89.852.375.000 17.508.256.230 19.49 

2017 94.352.375.000 22.310.887.064 23.65 

2018 107.229.883.724  13.766.232.677  12.84  

Sumber Data :DPMPTST Kota Medan , 2019 

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terjadi selisih yang cukup besar antara 

anggaran dan realisasi pajak reklame dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Hal ini 

dapat dilihat pada tahun 2013 yang menunjukkan terjadi variance tidak menguntungkan 

sebesar 33,76%. Sementara itu, pada tahun 2014 menunjukkan variance tidak 

menguntungkan juga sebesar 29,93%. Begitu juga pada tahun 2015 menunjukkan variance 

tidak menguntungkan sebesar 16,38% sama seperti 2015, 2016 juga menunjukkan variance 

tidak menguntungkan sebesar 19,49%. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi variance tidak 

menguntungkan sebesar 23,65% dan pada tahun 2018 terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya 

yaitu variance tidak menguntungkan sebesar 12,84%. Pencapaian realisasi pajak reklame 

yang tidak sesuai dengan anggaran menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak sangat 

kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun 

perekonomian yang juga akan mengalami hambatan. 

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat(Suandy, 2011) yaitu : “Pencapaian target pajak 

sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan 

bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini 

menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. 

Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan 

pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan 

diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan sebelumnya”.     
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Hasil dari penelitian (Chidyasari, 2015) menunjukan bahwa berdasakan perhitungan 

laju pertumbuhan pajak reklame di kota Surabaya naik turun tidak selalu stabil. Tingkat 

efektivitas pajak reklame di kota Surabaya secara keseluruhan selama 5 tahun dari tahun 

2010-2014 dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2012 dan 2014 efektivitas pajak reklame 

dikatakan sangat efektif sedang tahun 2011 efektivitas pajak reklamenya paling rendah. Dinas 

Pendapatan Daerah kota Surabaya mengupayakan dalam penerimaan pajak reklame dengan 

melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memeriksa pelaporan dan kenyataan yang 

tejadi dilapangan”. Sedangkan, 

Hasil dari penelitian(Atteng, 2016)menunjukan bahwa realisasi pemungutan Pajak 

Reklame Kota Manado pada tahun 2011 sebesar 63,96% dari target yang telah ditargetkan, 

tahun 2012 sebesar 65,74% dari target yang telah ditargetkan, tahun 2013 sebesar 65,74% 

dari target yang telah ditargetkan, dan tahun 2014 sebesar 67,24% dari target yang telah 

ditargetkan. Realisasi Pajak Reklame dari Tahun 2011-2014 tidak mencapai target atau bisa 

dikatakan kurang efektif namun selalu mengalami peningkatan dalam pemungutan. Pada 

Tahun 2015 pemungutan Pajak Reklame mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu 

sebesar 129,90% dari target yang telah ditargetkan dan bisa di katakan sangat efektif dalam 

pemungutan Pajak Reklame. Hal ini menunjukan bahwa kinerja dalam pemungutan Pajak 

Reklame di Kota Manado selalu meningkat. 

Fenomena yang dapat diambil melalui data yang diperoleh dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu belum terealisasinya anggaran 

pajak reklame sesuai anggaran yang ditentukan setiap tahunnya dan dapat dikatakan belum 

efektif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 

Seperti diungkapkan oleh (Mahmudi, 2010)menyatakan bahwa efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif 

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output 
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yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin 

efektif proses kerja suatu unit operasional.  

Berdasarkan penelitian dari (A.G & dkk, 2014)menyatakan bahwa efektivitas bertujuan 

untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar rasio keberhasilan maka semakin efektif. 

Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasinya sama 

dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat 

dikatakan tidak efektif. Sedangkan menurut Sastrohadiwirya menyatakan bahwa “ 

pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu 

pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang 

harusdilalui. 

Kebijakan pajak yang terbentuk di  Negara berkembang memiliki fokus utama pada 

aspek efesiensi. Sedangkan efektifitas dalam penerimaan pajak daerah tercapai apabila 

realisasi melampaui target yang ingin dicapai. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul yaitu: “ Analisis Efektivitas Pengawasan Pendapatan Pajak Reklame pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya realisasi anggaran pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaMedan. 

2. Pengawasan realisasi anggaran pajak reklame masih belum efektif pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaMedan. 
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C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas pengawasan penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak reklame 

tahun 2013 dan 2018? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab belum tercapainya anggaran penerimaan pajak 

reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan. 

b. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pendapatan pajak reklame pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sudah optimal. 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti. 

 Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami 

analisis pengawasan pendapatan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 

 

 



8 
 

 
 

b. Bagi perusahaan. 

 Bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal. 

c. Bagi peneliti lain. 

 Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan yang meneliti masalah 

yang sama. 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Uraian Teoritis 

1. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah 

yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan 

pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang 

kebutuhan pokok, tempat peribadahan dan pembangunan lainnya disegala bidang.  

Menurut (Saragih, 2014) menyatakan bahwa pajak adalah iuran Negara yang 

dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 

Negara dalam melaksanakan pemerintahan  Ada banyak definisi pajak yang 

dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai 

definisi pajak yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2011) bahwa definisi pajak yaitu: 

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat” 
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Menurut (Rochmat, 2012) bahwa: “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur : 

1) Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2) Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

3) Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah.Pajak daerah terbagi dua yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
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peyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah 

diatur dalam dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-

Undang No. 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. 

Menurut (Mardiasmo, 2011) berdasarkan definisi Pajak Daerah dapat ditarik 

kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengenaan pajak, yaitu sebagai berikut : 

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.” 

Pada pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang 

terbagi atas daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut : 

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas : 

a) Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Air Permukaan 

e) Pajak Rokok 

2) Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas : 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 
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f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i) Pajak Sarang Burung Walet 

j) Pajak Bumi dan Bangunan 

k) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 

b. Fungsi Pajak  

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. 

Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu: 

1) Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak 

sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiyai 

pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk 

pembangunan. 

2) Fungsi Regulered (mengatur) adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan 

dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan 

kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan 

suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. 

 

c. Syarat, Asas-asas dan Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2011) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 
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1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

3) Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasara atau tumpunan 

untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus 

dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau 

tidaknya suatu pemungutan pajak. 

Menurut Drs. Dwikora Harjo mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan 

pajak, yaitu  

1) Asas persamaan (equity) 

 Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan 

dan penghasilan wajib pajak (ability to payment), Negara tidak boleh bertindak 

diskriminatif terhadap Wajib Pajak.Tidak diwajibkan bagi Wajib Pajak yang tidak 

mampu membayar pajak. Keadilan di sini mengacu kepada konsep penerimaan 

dan pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada Negara maka Negara 

akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun timbal balik tersebut tidak 

dapat diberikan secara langsung. 

2) Asas kepastian (certainty) 

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam 

melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-undang.Pajak 

bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian sehingga dalam 

memungutanya harus terdapat kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar 
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oleh Wajib Pajak serta harus pasti pula ketentuan dan undang-undang sebagai 

paying hokum pelaksanaan pemungutan ini. 

3) Asas menyenangkan (conveniency of payment) 

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan 

pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi Waji Pajak. 

Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan atau menerima 

hadiah, pada saat itulah saat yang tepat untuk memungut pajak darinya dimana 

sistem pemungutan ini disebut pay as you earn. 

4) Asas Efesiensi (Low cost of Collection) 

Asas ini bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi 

Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang 

ditanggung Wajib Pajak.Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang 

timbul nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya. 

Sistem Pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat 

dilakukan dalam pemungutan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi 

atas 3, yakni: 

1) Official Assesment System 

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri 

nya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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2) Self Assesment System 

 Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan yang member wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak.Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

Sendiri, 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang, 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System 

 With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak.Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2. Anggaran 

a. Pengertian 

Menurut (Hanum, 2011) menyatakan bahwa anggaran adalah sebuah proses yang 

dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang 

dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut 

mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelola kekayaan sebuah organisasi 

public. Organisasi publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal 

kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya 

sumber daya yang dimiliki. Disinilah peran penting anggaran. 
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b. Fungsi Anggaran  

Beberapa fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik, adalah sebagai berikut : 

1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan 

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah 

mana kebijakan yang dibuat. 

2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian 

Dengan adanya anggaran organisasi sektor public dapat menghindari adanya 

pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak 

semestinya.  

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan 

Melalui anggaran sektor public dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. 

Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, 

apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya 

pengeluaran yang direncanakan. 

4) Anggaran sebagai Alat Politik 

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggran dapat dilihat komitmen 

pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. 

5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi  

Melalui dokumen anggran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau 

departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan bagian lainnya. 
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6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja 

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/ 

unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun 

terpenuhinya efisiensi biaya. 

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi 

Anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menentang 

tetapi masih mungkin untuk dicapai” maksudnya adalah suatu anggran itu 

hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga dapat dipenuhi, juga jangan terlalu 

rendah sehingga terlalu mudah dicapai. 

 

c. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan 

APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka 

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. 

Menurut (Halim & Iqbal, 2012)  setidaknya terdapat enam sub proses dalam 

penyusunan APBD yaitu sebagai berikut : 

1) Penyusunan Kebijakan Umum APBD 

Proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses perencanaan. Kebijakan Umum APBD (KUA) 

disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman 

penyusunan APBD yang ditetapkan mendagri melalui SE Mendagri . Proses 

penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas dua komponen utama, yaitu: 



18 
 

 
 

a) Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan 

dilaksanakan oleh pemda untuk setiap urusan pemerintah daerah. 

b) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan 

penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. 

2) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan dokumen yang 

berisi seluru program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggran, 

dimana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan 

strategi pemda. Sama seperti Kebijakan Umum APBD, proses Penyusunan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara diawali dengan pembuatan rancangan 

awal Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah. Rancangan awal Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara ini disusun berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. 

b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. 

c) Menentukan plafon anggaran untuk tiap program. 

TAPD harus menentukan skala prioritas urusan yang disesuaikan dengan visi dan 

misi pemda dalam menentukan skala prioritas ini, TAPD dapan menggunakan 

teknik-teknik review and ranking yang ada, baik yang berbasis statistic maupun 

tidak, seperti penggunaan tabel input-output atau penggunaan metodologi logical 

frame work. 

3) Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA 

SKPD. 
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Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD 

merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. 

Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD 

dalam penyusunan RKA-nya, yaitu : 

a) Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per-SKPD. 

b) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian 

anggaran di RKA. 

c) Kode Rekening untuk tahun anggaran Bersangkutan. 

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar Belanja, dokumen 

Standar Pelayanan Minimal, serta Standar Satuan Harga dibutuhkan dalam 

pembuatan Rangcangan awal SE KDH ini. Data Analisis Standar Belanja 

adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan Standar Satuan Harga merupakan 

harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang 

ditetapkan dengan keputusan KDH. 

4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran 

Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.  

5) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD. 

Dokumen sumber yang utama dalam Penyiapan Raperda APBD adalah RKA 

SKPD. Oleh karenanya, harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal ini, 

setelah TAPD mengumpulkan RKA SKPD dari tiap-tiap SKPD, TAPD harus 
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membahas kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran, 

prakiraan maju yang telah disetujuan tahun anggaran sebelumnya, dokumen 

perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian kinerja, indicator kinerja, 

kelompok sasaran kegiatan, standar analisi belanja, standar satuan harga, standar 

pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antar-

SKPD. 

Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi 

TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh PPKD. 

Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuatb lampiran-

lampiran Raperda APBD yang terdiri atas : 

a) Ringkasan APBD 

b) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan Organisasi) 

c) Rincian APBD ( menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan) 

d) Rekap belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, program dan 

kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi) 

6) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD. 

Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui 

bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan 

paling lambat 3 hari kerja setelah Raper KDH disusun dan disertai dengan : 

a) Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD. 

b) KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. 

c) Risalah siding jalannya pembahasan Raperda APBD. 
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d) Nota Keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar 

Nota keuangan pada sidang DPRD. 

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan. 

Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka 

Pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan. 

 

3. Pajak Reklame 

a. Pengertian dan Jenis Pajak Reklame  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, 

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, 

alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 

25% dari sewa reklame. 

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan 

reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan 

yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan 

reklame yang ditetapkan menjadi Objek Pajak Reklame adalah sebagiamana disebut 

dibawah ini: 

1) Reklame papan/billboard; 

2) Reklame mengatron/videotron/large Electronic Display; 

3) Reklame kain; 

4) Reklame melekat/stiker 

5) Reklame selebaran 
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6) Reklame berjalan 

7) Reklame udara 

8) Reklame suara 

9) Reklame filim/slide;dan 

10) Reklame peragaan. 

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak.Ada 

beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu: 

1) Penyelenggaran reklame melalui internet, televise, radio, warta harian,warta 

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 

2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdangangkan, yang 

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 

3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat 

usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama 

pengenal usaha atau profesi tesebut; 

4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 

dan 

5) Penyelenggaran reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya 

penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, 

pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor. 

 

b. Subjek pajak dan wajib pajak reklame 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau 

melakukan pemesanan reklame sedangkan dan wajib pajaknya adalah orang pribadi 

atau badan yang menyelenggarakan reklame.Reklame diselenggarakan langsung oleh 

orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib 
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pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.Apabila penyelenggaraan 

reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan jasa periklanan), makan pihak 

ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.  

 

c. Dasar Pengenaan Pajak Reklame 

Nilai Sewa Reklame berdasarkan: 

1) Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan 

lingkungan (ditetapkan dalam keputusan gubernur). 

2) Jenis reklame 

3) Jangka waktu penyelenggaraan 

4) Ukuran media reklame 

Tarif Pajak Reklame yaitu 25% (dua puluh lima persen) dan Rumus Menghitung 

Pokok Pajak Reklame adalah Tarif x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) Ketentuan Tarif 

Lain: 

1) Reklame rokok dan minuman alkohol ditambah 25% dari pokok pajak. 

2) Reklame yang menambah ketinggian sampai dengan 15 meter ditambah 20% dari 

pokok pajak 15 meter pertama. 

Nilai Sewa Reklame pada Pajak Reklame: 

1) Reklame kain: umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya nilai sewa reklame sama 

dengan reklame papan. 

2) Relame tempel atau stiker / sticker: Rp. 5 per cm persegi atau sekurang-

kurangnya Rp. 500.000 setiap penyelenggaraan. 

3) Reklame berjalan atau reklame kendaraan: Rp. 5.000 permeter persegi perhari. 

4) Reklame udara: Ro. 2.000.000 perperagaan maksimal 1 bulan 
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5) Reklame suara: Rp. 1.000 per 15 detik 

6) Reklame film atau slide: Rp. 5.000 per 15 detik dengan suara dan Rp. 2.000 per 

15 detik tanpa suara. 

7) Reklame peragaan: Rp. 12.000 perhari atau minimal Rp. 400.000 untuk peragaan 

di luar ruangan yang bersifat permanen dan Rp. 200.000 untuk peragaan yang 

tidak permanen. 

8) Reklame indoor / dalam ruangan sama seperti reklame peragaan namun mendapat 

potongan 50% 

9) Reklame papan, billboard, videotron, LED per 1 meter persegi perhari: 

a) Protokol A: Rp. 15.000 

b) Protokol B: Rp. 10.000 

c) Protokol C: Rp. 8.000 

d) Ekonomi kelas I: Rp. 5.000 

e) Ekonomi kelas II: Rp. 3.000 

f) Ekonomi kelas III: Rp. 2.000 

g) Lingkungan: Rp. 1.000 

Penjelasan tambahan mengenai pajak Reklame : 

1) Pengertian reklame termasuk juga merek, simbol logo perusahaan yang 

merupakan tanda atau inisial atau lambang perusahaan yang dapat mudah dikenali 

orang. 

2) Reklame papan: tinplate, poster, wrapping, dan yang ditempel-tempel ke dinding, 

pagar, tiang dan lain sebagainya. 

3) Reklame Kain: bendera, krey, umbul-umbul dari bahan kain, karet, karung, dan 

lain-lain. 

4) Reklame kendaraan: Kapal laut, kereta api / KA, pesawat udara, dan sebagainya. 
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5) Reklame yang berguna contohnya seperti gantungan kunci, kanting, dan lain 

sebagainya yang dibagikan secara cuma-cuma alias gratis. 

4. Pengawasan Pajak Reklame 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang 

artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan 

seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali member laporan berdasarkan kenyataan yang 

sebenarnya dari apa yang di awasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar 

tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat dihindari.  

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen 

bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah 

ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja standar, rencana, atau 

tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan 

dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan 

untuk mrlihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien 

mungkin di dalam mencapai tujuan. 

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa  Pengawasan  

atas  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  adalah  proses kegiatan yang ditunjukan 

untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai 

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya 

terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu 

unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya. 
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b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD 

yang meliputi BPK, itwilprop, itwilkab/kota. 

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian 

pengawasan adalah suatu sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan 

dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya.Menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.Selain itu 

pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan dan perbandingan dari hasil-hasil 

pekerjaan yang nyata telah dicapai. Dengan kata lain, pengawasan harus dapat 

menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakkecocokan serta 

mengevaluasi sebab-sebabnya. 

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut 

dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untukmelihat 

apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah,tujuan, dan 

kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-232/PJ/2022 tentang 

sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan: 

a. Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam 

rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

b. Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat. 

c. Bahwa berdasarkan a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Diretorat Jenderal 

Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak. 



27 
 

 
 

Adapun fungsi pengawasan yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah 

penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat terarah secara 

efektif dan efisien terhadap sasarannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: 

a. Agar terlaksananya penyelenggraan pengelolaan keuangan daerah secara 

ekonomis, efektif, dan efisiensi. 

b. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan 

daerah. 

c. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di 

instansi pemerintahan daerah. 

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain 

merupakan tujuan dari pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan 

dalam pencapaian waktu tujuan tertentu. 

(Waluyo, 2011) menjelaskan “Pengawasan pajak yang ditetapkan pemerintah 

daerah tertuang dalam Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

merupakan target keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun 

anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember”. 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah target keuangan 

tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat target penerimaan 

dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). 

Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas: 
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a. Pengawasan pendapatan, terdiri atas 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain 

2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. 

b. Pengawasan belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan di daerah. 

c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Menurut (Sinambela, 2014), efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan 

suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan 

tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan 

masyarakat. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut 

berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya 

sasaran yang telah ditetapkan.  Penilaian efektivitas pengawasan dilakukan berdasarkan 

kriteria efektivitas pengawasan sebagaimana ditunjukan pada tabel berikut : 

Tabel II.I 

Kriteria Efektifitas 

Persentase Kriteria 

Diatas 100 % Sangat Efektif 

90 – 100 % Efektif 

80 – 90 % Cukup Efektif 
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60 – 80 % Kurang Efektif 

Kurang dari 60 % Tidak Efektif 

  Sumber : Kemendagri No. 690.900.327  

Keterangan : 

a. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 100 % berarti sangat efektif 

pengawasannya 

b. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 90 % sampai 100 % berarti 

efektif pengawasannya. 

c. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 80 % sampai 90 % berarti 

cukup efektif pengawasannya. 

d. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 60 % sampai 80 % berarti 

kurang efektif pengawasannya. 

e. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian dibawah 60 % berarti tidak efektif 

pengawasannya. 

 

5. Penelitian Terdahulu  

Sehubungan dengan penelitian tentang analisis Efektivitas pengawasan Realisasi 

Anggaran Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang 

merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel II.II 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

(Arisma, 2016) 

 

Analisis kontribusi pajak 

reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada dinas 

pendapatan daerah Pekanbaru  

Kontribusi Pajak Reklame terhadap 

PAD Kota Pekanbaru ditahun 2010 

mencapai 10,77%, kemudian ditahun 

2011 pencapaian Pajak Reklame 

terhadap PAD mengalami Penurunan 

sebesar 4,93% yakni 5,84%, kemudian 

tahun 2012 kontribusi pajak reklame 

dengan PAD terjadi penurunan sebesar 

1,45% atau hanya mencapai 4,39%. 

(Rusyadi, 2015) 

 

Analisis Pengawasan 

Penerimaan Pajak Hiburan 

pada dinas pendapatan daerah 

kota Medan 

 

Anggaran yang dibuat oleh dispenda 

Kota Medan belum berfungsi baik 

sebagai pengawasan karena masih 

rendahnya target dan realisasi. 

(Handoko, 2016) 

 

Analisis Penerapan Anggaran 

dalam Meningkatkan 

Pengawasan Pajak Reklame 

Di Kabupaten Berau 

 

Penerapan anggaran dalam 

meningkatkan pengawasan pajak 

reklame Di Kabupaten Berau sudah 

memadai. 
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B. Kerangka Berpikir 

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran besar bagi 

pembiyaan daerah. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggali jenis-jenis pajak 

daerah guna meningkatkan hasil penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini 

dikarenakan komponen pajak daerah merupakan salah satu penyumbang dana APBD terbesar 

yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja daerah dan pembangunan daerah. 

Untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat.  

Pajak reklame adalah salah satu jenis pajak daerah yang masuk dalam Pendapatan 

Asli Daerah. Efektif atau tidaknya pajak reklame diukur dari rasio antara realisasi anggaran 

pajak reklame terhadap anggaran pajak reklame. Jika realisasi anggaran pajak reklame belum 

maksimal maka sudah tentu fiskus sangat berperan penting untuk mengawasi realisasi 

anggaran tersebut agar menjadi efektif. Hasil yang kita harapkan nantinya adalah pemungutan 

pajak yang maksimal, pengawasan pemerintah yang efektif dan mengarah pada peningkatan 

realisasi pajak daerah.  

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar II.I sebagai 

berikut: 
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Gambar II.I Kerangka Berpikir

Anggaran  

Pajak Reklame 

Pengawasan 

Realisasi Anggaran 

Pajak Reklame 

Pajak Reklame 

Target 

Pajak Reklame 

Efektivitas Pengawasan  

Realisasi Anggaran 

Pajak Reklame  

Pajak Daerah 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskritif dengan mengumpulkan data-

data penelitian yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan. Menurut (Sugiyono, 2012) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Adapun defenisi operasional variabel dari penelitian ini adalah : 

1. Efektivitas pengawasan adalah penggambaran kemampuan pemerintah daerah untuk 

menjamin agar pengelolaan realisasi anggaran berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, 

dan aturan-aturan yang telah digariskan dalam merealisasikan pajak daerah yang 

direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio 

efektivitasnya maka semakin baik kinerja pemerintahannya dalam mengawasi pajak 

daerah tersebut.  

2. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak 

badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif 

pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang seperti: 

a. Reklame papan/billboard; 

b. Reklame mengatron/videotron/large Electronic Display; 
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c. Reklame kain; 

d. Reklame melekat/stiker; 

e. Reklame selebaran; 

f. Reklame berjalan; 

g. Reklame udara; 

h. Reklame suara; 

i. Reklame filim/slide dan 

j. Reklame peragaan. 

Tabel III.I 

Kisi – Kisi Wawancara 

Variabel Indikator No. Pertanyaan 

Efektivitas 

Pengawasan 

Penangihan 1 – 5 

Pemungutan 6 – 10 

Pendapatan  

Pajak Reklame 

Pengelolahan 11 – 12  

Upaya Peningkatan 13 – 14  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan yang merupakan dinas pemerintah yang berwenang mengelola 

perpajakan daerah dan beralamat di Jl.Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. 

 

2. Waktu Penelitian  

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli 2019 sampai dengan 

Oktober 2019. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
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 Tabel III.II 

Waktu Proses Penelitian 

      Tahun 2019      

No Jenis Kegiatan 

                 

Juli 

                  

Agustus Sept  Okt  

                   

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2 3 4 

                   

1. Pengajuan Judul                  

     
     

         

2. Penyusunan Proposal                  

     
     

         

3. Seminar Proposal                  

                   

4.  Penulisan Skripsi                  

                   

5. Bimbingan Skripsi                  

                   

6. Sidang Meja Hijau                  

                   

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber dan jenis data yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secsrs lsngdung dari sumber asli 

atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan 

langsung antara sipeneliti dan responden. Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian (Ikhsan, Muhyarsyah, Tanjung, & Oktaviani, 2018). yang berupa wawancara 

atau sejumlah Tanya jawab kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu Kota Medan mengenai Analisis Efektivitas Pengawasan Realisasi 

Anggaran Pajak Reklame dengan jenis data kualitatif. 

2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung atau melalui perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, 

catatan atau laporan historis, majalah, artikel yang tersusun dalam arsip baik yang 

dipublikasikan san yang tidak dipublikasikan  (Ikhsan et al., 2018). Data yang peneliti 

peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

berupa laporan data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 s/d 

2018 dan sejarah singkat perusahaan dengan jenis data kuantitatif.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. 

Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan 

dengan analisis efektivitas pengawasan realisasi anggaran pajak reklame pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 

2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah 

atau data penelitian seperti laporan jumlah anggaran dan realisasi anggaran pajak 

reklame pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskiptif, yaitu 

suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan 

masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. 

Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan analisis efektivitas 

pengawasan realisasi anggaran pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu sebagai berikut : 

1. Menganalisis hasil wawancara. 

2. Menganalisis anggaran dan realisasi anggaran pajak reklame. 

3. Menganalisis variance pendapatan pajak reklame. 

4. Menganalisis pengawasan realisasi anggaran. 

5. Membuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut (Hanum & Rukmini, 2012) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame. Dengan demikian pajak reklame itu sendiri dapat diartikan secara singkat adalah 

pajak atau pungutan daerah atas penyelenggara reklame di tempat tersedianya reklame 

tersebut. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota 

yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan daerah otonom sehingga 

daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 

Kabupaten / Kota. Pembangunan Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia tentu tidak sama, 

demikian juga dengan penyelenggaraan pajak reklame, oleh karena itu untuk dapat 

menerapkan pada suatu daerah Kabupaten / Kota pemerintah daerah setempat harus 

mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang nantinya akanmenjadi landasan 

atau pedoman hukum operasional dalam teknis pelaksanaan penentuan anggaran pajak 

reklame di daerah kabupaten / kota tersebut.  

Adapun dasar hukum pemungutan pajak reklame telah diatur pada Undang – Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dan Keputusan Walikota 

Medan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 
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Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Kota Medan yang dimana dalam isinya terdapat peryataan 

yang menyatakan bahwa Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada 

Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dan menunda pembayaran pajak sampai batas 

waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 

bunga sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah pajak yang belum kurang bayar. 

Anggaran pajak reklame disesuaikan dengan jumlah wajib pajak reklame yang 

menggunakan jasa reklame. Besarnya jumlah pajak reklame yang belum tertagih sangat 

besar, hal ini disebabkan banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya 

dalam membayar pajak reklame. Adapun hal tersebut dapat diketahui berdasarkan Data 

Wajib Pajak Reklame Daerah Kota Medan untuk tahun 2013 sampai tahun 2018 seperti 

berikut ini : 

Tabel IV.I 

Data Wajib Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan 

Tahun Objek Perizinan Pajak Reklame 

2013 4.388 

2014 3.052 

2015 3.582 

2016 5.265 

2017 6.257 

2018 6.864 

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019.  

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2018 ternyata jumlah wajib pajak Reklame yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya 

mengalami peningkatan dan penurunan. Adapun pengertian wajib pajak yang menyetor, 

melaporkan kewajiban perpajakan baik SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu, benar dan 
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lengkap. Terjadinya peningkatan terhadap jumlah wajib pajak Reklame yang tidak 

melaporkan kewajiban pajaknya menunjukkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban 

wajib pajak dari wajib pajak Reklame masih belum sesuai dengan yang diharapkan tentang 

kepatuhan untuk pembayaran pajak sebagai pemasukan kas Negara. 

Dimana pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya 

berjumlah 4.388. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak 

reklamenya berjumlah 3.052. Untuk tahun 2015 jumlah wajib pajak yang mendapat izin 

pajak reklamenya berjumlah 3.582. Sedangkan tahun 2016 jumlah wajib pajak yang 

mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 5.265, selanjutnya pada tahun 2017 jumlah wajib 

pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 6.257 dan yang terakhir, tahun 2018 

jumlah wajib pajak yang mendapat izin pajak reklamenya berjumlah 6.864. 

Tidak tercapainya target penerimaan pajak Reklame tahun 2013 sampai tahun 2018 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya 

dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena 

berkurangnya efektivitas pemungutan pajak Reklame yang dilakukan petugas pajak untuk 

lebih maksimal lagi dalam memungut pajak Reklame. 

Berdasarkan jumlah wajib pajak reklame yang ada, maka disusun anggaran pajak 

reklame yang akan dianggarkan. Adapun anggaran pajak reklame Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel IV.II 

Anggaran Penerimaan Pajak Reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Tahun Anggaran Penerimaan Pajak Reklame 

2013 69.161.250.000 

2014 59.161.250.000 

2015 78.352.375.000 

2016 89.852.375.000 

2017 94.352.375.000 

2018 107.229.883.724 

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa anggaran penerimaan Pajak dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan 

disesuaikan dengan jumlah wajib pajak reklame setiap tahunnya. Pada tahun 2013 

penerimaan pajak reklame yang dianggarkan sebesar Rp. 69.161.250.000 yang kemudian 

diturunkan menjadi sebesar Rp. 59.161.250.000  pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 

2015 anggaran pajak reklame mengalami Kenaikan menjadi sebesar Rp. 78.352.375.000 

dikarenakan bertambahnya jumlah wajib pajak reklame. Selanjutnya, pada tahun 2016 

jumlah pajak reklame yang dianggarkan sebesar Rp. 89.852.375.000 dikarenakan juga 

adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan jasa reklame. Begitu pula tahun 

2017, jumlah anggaran pajak reklame menjadi sebesar Rp. 94.352.375.000. Hingga tahun 

2018 jumlah pajak reklame yang dianggarkan sebesar Rp. 107.229.883.724. 

Menurut Hayden (1999), target adalah suatu kombinasi ideal bisnis bagi perusahaan 

dengan seperangkat sasaran ekonomi perusahaan. Untuk pembahasan lebih lanjut. 

Dalam upaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame, maka perlu dilakukan 

berbagai studi guna mengkaji hal-hal sistematis yang mampu memicu potensi- potensi 
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penerimaan pajak hotel itu sendiri. Dalam melakukan analisis, penulis membandingkan 

antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target yang telah ditetapkan dari tahun ke 

tahun. Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.III 

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019 

 

2. Pelaksanaan Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Pengawasan terhadap penerimaan pajak pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan Analisa 

Pengendalian Pengawasan yang dilakukan terdiri dari pengawasan preventif dan represif. 

Selain Sub / Seksi Dinas, terdapat pula pengawasan ekstern yaitu yang dilakukan oleh 

Petugas atau Badan dari luar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

 

No. 

 

 

Tahun 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Reklame 

(Rp.) 

Anggaran 

Penerimaan 

Pajak Reklame 

(Rp.) 

 

 

Efektivitas 

 

 

 

Interprestasi 

1. 2013 23.348.045.567 69.161.250.000 33,76 % Tidak Efektif 

2. 2014 17.708.742.784 59.161.250.000 29.93 % Tidak Efektif 

3. 2015 12.834.133.038 78.352.375.000 16.38 % Tidak Efektif 

4. 2016 17.508.256.230 89.852.375.000 19.49 % Tidak Efektif 

5. 2017 22.310.887.064 94.352.375.000 23.65 % Tidak Efektif 

6. 2018 13.766.232.677 107.229.883.724 12.84 % Tidak Efektif 
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Kota Medan. Dalam menerapkan pengawasan preventif dan represif, terdapat suatu proses 

yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 

Adapun prosedur pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan pajak reklame adalah 

sebagai berikut : 

a. Menetapkan Alat Pengukuran (Standar) 

  Untuk menilai hasil kerja pegawai, maka suatu perusahaan harus mempunyai alat 

pengukuran atau standar. Pengukuran tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk 

menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan. 

b. Mengadakan penilaian (Evaluasi) 

 Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi hasil kerja pegawai dengan cara 

membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan atau 

ditentukan. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu dengan menghitungjumlah 

wajib pajak reklame yang terdaftar dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan 

jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya. Selanjutnya menghitung 

pertumbuhan jumlah wajib pajak setiap tahunnya untuk mengetahui perencanaan 

jumlah target pajak sesuai pertambahan jumlah wajib pajak. 

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan  

 Tindakan perbaikan adalah suatu tindakan yang diambil untuk memperbaiki 

penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, sehingga penyimpangan-

penyimpangan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.Adapun tindakan 

perbaikan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi baik langsung 

maupun tidak langsung kepada wajib pajak untuk memberikan pengertian 

pentingnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya agar 

dapat membayar pajak tepat waktu. 
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Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melakukan pengawasan pajak reklame adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengawasan Preventif 

Pengawasan preventif adalah pengawasan pajak reklame yang dilakukan sebelum 

dilaksanakan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan 

dalam penagihan pajak reklame. Hal ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui cara sebagai berikut: 

1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem, prosedur dan 

tata kerja. 

2) Membuat program kerja, dalam hal ini Anggaran Penerimaan Pajak. 

3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab. 

4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian 

kerja 

5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan. 

6) Menetapkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan.  

b. Pengawasan Represif 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dalam hal 

ini Seksi Perencanaan dan analisa Pengendalian melakukan juga pengawasan 

represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. 

Maksud diadakannya pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan 

pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan represif ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan cara sebagai berikut: 
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1) Membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, 

dalam hal ini membandingkan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Reklame. 

2) Mencari penyebab terjadinya penyimpangan atau kesalahan tersebut. 

3) Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan. 

c. Pengawasan Ekstern 

Selain kedua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Perencanaan dan analisa 

Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan tersebut, terdapat pula pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar yaitu 

pengawasanyang dilakukan oleh Petugas dari luar Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu Badan pengawas Daerah 

(Bawasda) dan BT dan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan dari luar instansi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini 

biasanya dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kerja pegawai. 

Pelaksanaan pengawasan prosedur pendaftaran dan pendataan pajak reklame yang 

cukup memadai berdasarkan pertimbangan adanya formulir yang mendukung, 

adanya prosedur pendataan baik secara manual maupun komputerisasi dan adanya 

penggunaan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan (controlling) tidak dapat dilaksanakan 

dengan baik atau sulit dilaksanakan apabila tidak ada rencana yang ditetapkan terlebih 

dahulu untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan atau pengawasan. 

Sehubungan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan telah menetapkan program kerja yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian. Dalam 

penyusunan program kerja tersebut diperlukan data yang lengkap. Adapun pengumpulan data 

merupakan tugas dari setiap kepala Sub Dinas untuk kemudian dihimpun secara tertulis dan 
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dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk diuji kebenarannya, diolah, dianalisis dan disusun 

suatu rencana kegiatan. 

Adapun realisasi penerimaan pajak reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel IV.III 

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Tahun Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

2013 23.348.045.567 

2014 17.708.742.784 

2015 12.834.133.038 

2016 17.508.256.230 

2017 22.310.887.064 

2018 13.766.232.677 

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak dari tahun 

2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi kenaikan dan penuruinan disesuaikan 

dengan jumlah wajib pajak reklame setiap tahunnya. pada tahun 2013 penerimaan pajak 

reklame sebesar Rp.23.348.045.567 yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 

Rp.17.708.742.784 pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 realisasi pajak reklame 

mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp.12.834.133.038 disebabkan 

berkurangnya jumlah wajib pajak reklame. Namun pada tahun 2016 jumlah pajak reklame 

yang terealisasi sebesar Rp.17.508.256.230 dikarenakan adanya penurunan jumlah wajib 

pajak yang membayar kewajibannya. Pada tahun 2017 jumlah realisasi pajak reklame 

meningkat kembali menjadi sebesar Rp.22.310.887.064 karena meningkatnya jumlah wajib 
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pajak reklame yang membayar kewajibannya. Hingga pada tahun 2018 jumlah pajak reklame 

yang terealisasi sebesar Rp.17.508.256.230  meskipunjumlah wajib pajak tidak menurun.  

Berdasarkan data dibawah ini, yang berkaitan dengan Variance tidak menguntungkan 

antara realisasi dan anggaran penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan sebagai berikut : 

Tabel IV.V 

Variance Realisasi Anggaran Pajak Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan 

Tahun Variance Realisasi Anggaran 

Pajak Reklame 

2013 33,76 % 

2014 29.93 % 

2015 16.38 % 

2016 19.49 % 

2017 23.65 % 

2018 12.84 % 

Sumber : DPMPTSP Kota Medan, 2019. 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa selisih yang cukup besar antara 

Realisasi dengan anggaran pajak reklame. Hal ini terjadi disebabkan berbagai hal yang 

sebagian besar bersumber dari kelalaian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya terkhusus pajak reklame. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak 

yang berwenang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian realisasi dengan anggaran 

penerimaan pajak reklame yang menunjukkan adanya pajak yang belum tertagih. Dimana hal 

ini terjadi secara umum dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajaknya tepat waktu serta masih adanya wajib pajak reklame yang tidak 
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melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. 

  

B. Pembahasan 

1. Efektivitas Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa variance tidak menguntungkan yang cukup 

besar antara anggaran dan realisasi pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Hal 

ini dapat dilihat pada tahun 2013 dimana anggaran pajak reklame sebesarRp. 

69.161.250.000 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame sebesar Rp. 23.348.045.567 

yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 33,76 % menurut Depdagri no. 

690.900.327 pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. sementara itu pada tahun 2014, 

dimana yang dianggarkan pajak reklame sebesar Rp.59.161.250.000 sedangkan  perolehan 

realisasi pajak reklame sebesar Rp.17.708.742.784 yang menunjukkan pencapaian 

perolehan anggaran sebesar 29,93 %, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif . 

Begitu juga pada tahun 2015 dimana anggaran pajak reklame sebesar 

Rp.78.352.375.000 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame sebesar 

Rp.12.834.133.038 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 16,38 %, 

pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. Berikutnya pada tahun 2016 dimana anggaran 

pajak reklame sebesar Rp.89.852.375.000 sedangkan realisasi perolehan pajak reklame 

sebesar Rp.17.508.256.230 yang menunjukkan pencapaian perolehan anggaran sebesar 

19,49 %, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. Sementara itu pada tahun 2017 

dimana anggaran pajak reklame sebesar Rp.94.352.375.000 sedangkan realisasi perolehan 

pajak reklame sebesar Rp.22.310.887.064 yang menunjukkan pencapaian perolehan 

anggaran sebesar 23,65 %, pencapaian tersebut dikatakan tidak efektif. Dan yang terakhir 
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pada tahun 2018, dimana anggaran pajak reklame sebesar Rp.107.229.883.724 sedangkan 

realisasi perolehan pajak reklame sebesar Rp.13.766.232.667 yang menunjukkan 

pencapaian perolehan anggaran sebesar 12,84%, pencapaian tersebut dikatakan tidak 

efektif. Pencapaian realisasi pajak yang tidak sesuai dengan anggaran menunjukkan bahwa 

kinerja perolehan pajak sangat kurang baik. Realisasi yang diharapkan adalah yang sangat 

efektif, namun kenyataannya tidak demikian.  Hal ini dapat menyebabkan penurunan 

pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan. 

Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di kotaMedan, 

diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan lebih 

meningkatkan profesionalitas instansi terkait sebagai fasilitator guna mempermudah Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

pengawasan perluditingkatkan. 

 

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Efektivitas Anggaran Pajak 

Reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan 

Penerimaan pajak reklame tidak efektif karena realisasinya tidak mencapai yang telah 

dianggarkan. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan belum tercapainya anggaran 

penerimaan pajak reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan diantaranya adalah : 

a. Ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin dan juga tidak mengurus 

pajaknya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembongkaran 

atas objek reklamenya yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak melakukan 

perpanjangan izin pemasangan reklame. Sebaiknya bagian pengawasan rutin 

melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk objek 

pajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluarsa dan segera 
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memberitahukan kepada wajib pajak agar mengurus perizinan usahanya yang telah 

kadaluarsa, dan menghimbau agar mengurus denda dan saksi administrasi atas 

keterlambatan pengurusan izinan usaha yang dimilikinya. 

b. Karena adanya wajib pajak yang tidak jujur dalam pembayaran pajaknya seperti 

dalam melaporkan kegiatan usahanya, baik mulai operasi usahanya sampai dengan 

pelaporan keuangan secara benar contohnya seperti pembayaran yang tidak sesuai 

dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 

biasanya wajib pajak tersebut menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPPD) tidak tepat waktu. Sebaiknya tim pengawasan dan bagian terkait melakukan 

strategi sosialisasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Medan secara rutin mengadakan pawai dengan menggunakan pakaian adat atau 

alat tradisional dengan mengelilingi Kota Medan dan mengimbau masyarakat agar 

patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan 

pentingnya membayar pajak yang besangkutan, melakukan kerja sama dengan pihak 

ketiga yaitu Tim Terpadu (Dinas Industri dan Perdagangan, Satpol PP, Polisi, 

Kejaksaan dan Kodim) untuk memperlancar kegiatan pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak Badan Pendapatan. 

c. Ditemukan wajib pajak yang tidak mau dilakukannya pemeriksaan, khususnya wajib 

pajak yang bersifat kecil. Sebaiknya bagian pengawasan menjalin hubungan baik 

dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima. Melalui pendekatan ini 

diharapkan wajib pajak mendapat perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Medan sehingga 

terjadi kerja sama yang baik dan mengetahui apa alasan wajib pajak tidak mau 

diperiksa. 
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d. Adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan tunggakan-tunggakan pajaknya. 

Sebaiknya bagian pengawasan dan bagian terkait melakukan penagihan langsung, 

yaitu dengan cara mendatangi langsung wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak 

atas usahanya, dan juga langsung membebankan denda dan saksi administrasi atas 

tunggakannya. 

e. Adanya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan dan sudah diserahkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ternyata usaha wajib pajak 

tersebut sudah tutup tanpa memberitahu. Sebaiknya tim pengawasan tersebut 

melakukan pengecekkan data wajib pajak secara rutin agar masalah seperti ini tidak 

terjadi. 

Dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penerimaan pajak reklame sudah berjalan sesuai 

prosedur, namun ada kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa 

pemberitahuan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan. 

Selain itu juga belum seluruh wajib pajak membayar dan menyetor pajak reklame 

sesuai tarif, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame 

terealisasi tetapi belum mencapai anggaran yang ditentukan oleh BKB dan Walikota. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan melihat data yang penulis peroleh dari 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah 

melaksanakan kewajibannya dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak reklame. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Medan diantarannya: 
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a. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat 

lebih mendekati akuratisasi data. 

b. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada di lingkungan Pemko 

Medan, Selaku Wajib Pungut dalam hal pemungutan Pajak Reklame atas kegiatan 

yang dilakukan oleh SKPD terkait. 

c. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain dengan 

Dinas Industri dan Perdagangan dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru, 

yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru. Untuk Wajib Pajak 

Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutangnya untuk dapat 

memperpanjang izin usaha. 

d. Membentuk Tim Terpadu berdasarkan SK Walikota Medan tentang Tim Terpadu 

Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Jasa reklame dalam Rangka Peningkatan 

Pendapatan Daerah. Hasil nyata yang diperoleh sejak terbentuknya Tim Terpadu ini 

adalah meningkatnya PAD yang berasal dari pembayaran pajak terutang Wajib 

Pajak. 

e. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Medan dan bekerjasama dengan administrasi terkait / Tim Terpadu 

(Dinas Industri dan Perdagangan, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan 

tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak 

yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan 

sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya. 

f. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam 

pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, meneliti data dengan 
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benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan–kesalahan dalam perhitungan besar 

pajak yang seharusnya terutang. 

g. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan official 

assessment dan selfassessment system. Official assesment system digunakan 

dengancara mengunjungi langsung untuk mengurus izin reklamenya dan mengukur 

besar reklame dan jenis reklame apa yang digunakan dan di wilayah mana akan 

ditempatkan, untuk menghitung besar nilai reklame dan untuk menentukan besar 

pajak yang dikenakan, untuk self assesment system dilakukan dengan cara online. 

h. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna 

untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar 

disampaikan oleh wajib pajak. 

 Melalui upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya 

realisasi penerimaan Pajak Reklame dapat mencapai ataupun melebihi anggaran penerimaan 

pajak Reklame yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan 

meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara 

petugas dan masyarakat yang menjadi wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak 

dari setoran yang lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan 

yang ada dilapangan sesuai dengan hasil verifikasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh 

pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berupaya 

agar pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak reklame berjalan dengan baik, namun 

pada realisasinya masih juga terdapat penunggakan pajak reklame dari wajib pajak yang 

belum disetor walaupun waktu jatuh tempo pembayaran telah lewat. Hal ini menunjukkan 
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bahwa pelaksanaan pengawasan pajak reklame belum sesuai. Adapun faktor yang 

menyebabkan pelaksanaan pengawasan pajak reklame belum sesuai yaitu kurangnya 

kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak serta pentingnya 

peranan pajak reklame untuk pembangunan di daerah kota Medan.  

Adapun strategi yang dilakukan untuk memperbaiki penerapan pengawasan 

penagihan dan pemungutan pajak reklame dimasa mendatang yaitu melakukan perbaikan 

dengan lebih rutin melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak demi 

pembangunan daerah serta lebih tegas dalam pemberian sanksi baik administrasi sampai 

dengan sanksi pidana terhadap wajib pajak reklame yang memang tidak menaati dan 

membayar kewajiban perpajakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran yang mencakup penilaian skripsi 

ini. 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mekasisme pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebenarnya sudah baik, namun dalam 

pelaksanaanya masih belum optimal dengan nilai rata-rata persentase dari tahun 

2013 sampai 2018 sebesar 22,7 %. Nilai ini diperoleh dari menjumlahkan 

persentase dari tahun 2013 sampai 2018 kemudian dibagi enam  (136,05 % / 6 

tahun = 22,7). Mengacu pada tabel yang dikeluarkan oleh kemendagri No. 

690.900.327 tahun 1996, maka persentasepengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dinyatakan 

Tidak Efektif. 

2. Adapun masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih 

rendah, masih ada beberapa tunggakan–tunggakan pajak reklame yang belum 

dibayar wajib pajak, sulit menemui pimpinan yang menyelenggarakan objek 

reklame dan kurang tegasnya peraturan daerah dalam mengatur pajak daerah dapat 

diselesaikan dengan baik. Dan adapun upaya yang dilakukan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi sehingga penerimaan dan efektivitas pengawasan meningkat adalah 



56 
 

 
 

melakukan pendataan terhadap wajib pajak, menggunakan fungsi pengawasan dari 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan 

bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, 

Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila 

terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, 

melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya 

data yang tidak benar disampaikan wajib pajak. 

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan demi kelancaran operasional 

perusahaan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut ; 

1. Diharapkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pajak reklame lebih ditingkatkan lagi agar 

hasilnya lebih efektif dan efisien, 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus dapat 

menciptakan kerjasama yang baik terhadap sesama pegawai maupun kepada 

masyarakat agar wajib pajak tahu mereka membayar pajak berarti mereka turut serta 

membiayai pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus 

mengelola pajak daerah sesuai dengan Undang–Undang Perpajakan yang berlaku 

dengan baik dan benar serta selalu menjaga sifat yang jujur, sopan dan tegas dalam 

melakukan pelayanan terhadap wajib pajak. 

4. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan 

pengawasan penerimaan khususnya pajak reklame melalui Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan 
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secara efektif terhadap usaha yang dijalankan wajib pajak, penagihan tunggakan– 

tunggakan pajak dan penggaliaan potensi pajak. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melakukan 

sosialisasi pada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Serta memberikan 

pembelajaran tata cara pembayaran pajak yang dengan harapan wajib pajak semakin 

mengerti cara pengurusan izin pajakreklame dan harus diadakan peningkatan kerja 

petugas-petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan yang 

paling penting pada bagian pengawasan pajak. 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus 

menambah sarana dan prasarana yang ada.
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